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DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyepakati Raperda Pengelolaan Air Limbah 

Domestik hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disepakati setelah Legislatif mendengar penjelasan dan 

memberikan tanggapan maupun sarannya kepada pihak Eksekutif. 

"Rapat pimpinan gabungan DPRD bersama Eksekutif menyepakati terhadap Raperda tentang 

Pengelolaan Air Limbah Domestik hasil fasilitasi Kemendagri," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta,  Wibi 

Andrino di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/12). 

Ia menjelaskan, Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik ini selanjutnya akan ditetapkan dalam Rapat 

paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. 

Sementara itu, Legislator Komisi E DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz menyampaikan, Raperda Pengelolaan 

Air Limbah Domestik ini merupakan kali pertama dibahas. 

Dalam rangka mewujudkan Jakarta menuju kota global, Raperda ini sangat dibutuhkan untuk 

menuntaskan masalah lingkungan, sehingga bisa meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan 

masyarakat Jakarta. 

"Lingkungan menjadi isu yang sangat penting. Termasuk, mengenai peningkatan kualitas kesehatan 

dalam pengelolaan air," terangnya. 

Melalui pengelolaan air limbah yang lebih baik, Aziz berharap, air yang mengalir melalui saluran-saluran 

di seluruh wilayah di Jakarta menjadi lebih bersih. 

Ia meyakini, pengelolaan limbah domestik ini juga bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.  

"Ini tentunya akan terkait juga dengan penurunan angka-angka stunting di Jakarta," bebernya. 

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA)Ika Agustin Ningrum 

memaparkan, urgensi dari persetujuan Raperda. 

Katanya, Raperda diperlukan untuk memisahkan dan mengelola saluran air hujan dengan air limbah 

domestik agar bisa meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan masyarakat Jakarta. 

"Saat ini saluran-saluran air kita itu tidak ada pemisahan antara air hujan dan air limbah. Itulah sebabnya 

pentingnya pemisahan antara air limbah domestik dan hujan," bebernya. 

Ika menambahkan, Dinas SDA DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Kementerian PUPR RI untuk 

mempercepat pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah. 
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Untuk itu, Ika berharap, DPRD DKI bisa mendukung dan mengesahkan Raperda Pengelolaan Air Limbah 

Domestik sebagai dasar hukum pelaksanaan pengelolaan air limbah. 

"Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di DKI Jakarta sudah sangat dibutuhkan sebagai 

instrumen dalam menyelesaikan berbagai permasalahan Pengelolaan Air Limbah Domestik," tegasnya.  

Perda ini, imbuh Ika, bisa menjadi dasar hukum bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan hak 

masyarakat dan pelaku usaha terhadap lingkungan yang sehat dan nyaman. 

Selain itu, Perda ini nantinya juga bisa menjadi dasar hukum bagi Pemprov DKI Jakarta dalam 

memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sesuai standar yang 

ditetapkan. 

Perda menjadi dasar hukum bagi aparat Pemda memberikan sanksi bagi setiap orang yang dengan 

sengaja atau lalai membuang langsung air limbah domestik yang dihasilkan ke badan air tanpa dilakukan 

pengolahan terlebih dahulu. 

 

 


	Difasilitasi Kemendagri, DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik Aldi Ramadhan

